GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKS! GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ¢ TAHUN 2023
TENTANG

INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf j Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada - 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : melaksanakan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang
dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dengan masing-masing tugas sebagai
berikut:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan »tanggung jawab pemanfaatan BMD yang
dimanfaatkan pihak ketiga.

b. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah (PD/UKPD) dalam pelaksanaan inventarisasi dan monitoring
BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;

2. merekapitulasi dan menghimpun Berita Acara Hasil Evaluasi
Laporan Monitoring yang disampaikan PD/UKPD terkait;

3. melakukan evaluasi hasil pemantauan BMD yang dimanfaatkan oleh
pihak ketiga namun belum memiliki Perjanjian Kerja Sama
berdasarkan Laporan Kepala PD/UKPD;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. memproses pemanfaatan BMD atas usulan PD/UKPD vyang
disampaikan melalui Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas
seluruh BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dimanfaatkan
pihak ketiga kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

c. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
(PD/UKPD):

1. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan seluruh BMD yang
dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tercatat dalam Kartu Inventaris

Barang (KIB);
2. membuat dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMD

kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah c.q. Suku Badan
Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi
Gubernur ini;

3. mengajukan usulan atas BMD yang telah dimanfaatkan oleh pihak
ketiga namun belum memiliki Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala
Badan Pengelolaan Aset Daerah c.q. Suku Badan Pengelolaan Aset
Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu; dan

4. melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan
BMD vyang berada di dalam penguasaannya sesuali dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah BMD yang dimanfaatkan pihak ketiga
antara Perjanjian Kerja Sama dengan jumlah sebenarnya, agar Badan
Pengelolaan Aset Daerah bersama PD/UKPD terkait:

a. melakukan peninjauan lapangan pada objek BMD yang dimanfaatkan
oleh pihak ketiga;

b. melakukan koreksi pencatatan pada KIB dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama dan penyesuaian nilai kontribusi.

Dalam hal jangka waktu pemanfaatan BMD yang telah berakhir dan tidak
diperpanjang tetapi masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga, agar Badan
Pengelolaan Aset Daerah bersama PD/UKPD terkait melaksanakan
penertiban, pengambilalihan dan pengamanan BMD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangah.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah masing-masing.



KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi
Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala

setiap semester.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Fraaa 24 November 2023

Daerah Khusus

feru Budi Hartono

Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
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